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AB STRAK 
IMPLEMENT AS! ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA 

PEMERINT AH PROPINSI SUMA TERA UTARA 
N A M A : M. Syawaluddin 
N I M : 041801005 
Program Studi : Magister Administrasi Publik 
Pembimbing I : Drs. Heri Kusmanto, MA 
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA 

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan 
pendekatan prestasi ke�a yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu 
dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk 
menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kine�a yang disusun 
oleh pemda harus didasarkan pada SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 
Untuk dapat membuat APBD berbasis kine�a pemda harus memiliki perencanaan 
stratejik (Renstra). Pengukuran kine�a digunakan untuk menilai keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan 
tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah 
daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah 
adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kine�a (ASK) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
anggaran berbasis kine�a pada Pemerintah Proipinsi Sumatera Utara. Sampel 
diambil secara purposive sampling, sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan metode deskriftif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lmplementasi Kebijakan Anggaran 
Berbasis Kinerja pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2, 72, maka termasuk dalam 
kategori baik dalam arti bahwa lmplementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja 
pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tersebut telah berjalan efektif atau 
berhasil sebagaimana diharapkan. Hambatan utama yang masih ditemukan dalam 
lmplementasi Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Propinsi 
Sumatera Utara adalah berkaitan dengan hambatan implementasi penerapan 
Standar pelayanan Minimal (SPM), yang belum semua unit organisasi membuat 
pedoman tersebut. 
Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Program lmplementasi 
Kebijakan Anggaran Berbasis Kine�a pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara 
dan guna mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu 
melakukan hal-hal sebagai berikut : (1) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) bagi semua unit ke�a. sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat.dan (2) Oalam penyusunan Anggaran Berbasis Kine�a lebih banyak 
melibatkan seluruh stakeholder (pemerintah, daunia usaha dan masyarakat), 
sehingga anggaran tersebut dapat memenuhi dan mencerminkan kebutuhan 
masyarakat. 

Key words: implementasi kebijakan, anggaran berbasis kinerjai. 
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B A B 

PE NDAHULUA N 

1 • 1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas 

bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan 

kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Dengan berlakunya kedua undang

undang tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk 

pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang 

efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan 

pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan 

menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA

SKPD) seperti yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan 

prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem 

penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran 

Tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan 

hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). 

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun 

berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung 

kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan 
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2 

1nformas1 untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis 

kinerja yang disusun oleh pemda harus didasarkan pada SPM yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja 

pemda harus memitiki perencanaan stratejik (Renstra). Renstra disusun secara 

obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan. 

Dengan adanya sistem tersebut pemda akan dapat mengukur kinerja 

keuangannya yang tercermin dalam APBD. Agar sistem dapat berjalan dengan 

baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu, standar 

harga, tolok ukur kinerja dan SPM yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan 

tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

pemerintah daerah. 

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah 

daerah adalah aspek keuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran 

kinerja perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain 

indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode 

kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, 

maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai 

kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran ASB sangat 

diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 
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